Launching Data Catatan Tahunan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan SPEK-HAM Tahun 2020

“ Data Bicara,Tegakkan Supremasi Hukum Undang Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah
Tangga untuk Keadilan Korban”

Kasus kekerasan terhadap perempuan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan jumlah serta
keberagaman modusnya. Berdasarkan Catatan Tahunan (Catahu) 2019 Komisi Nasional Anti Kekerasan
Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), diketahui ada 406.178 kasus kekerasan terhadap
perempuan yang dilaporkan dan ditangani selama tahun 2018, naik 14% dari tahun sebelumnya
sebanyak 348.466.

Sementara itu berdasarkan data Simponi, kasus kekerasan di Jawa tengah mengalami penurunan, pada
tahun 2018 berjumlah 2.503 kasus, sedangkan ditahun 2019 ada 2.192 kasus. Sedangkan untuk data
kasus kekerasan yang kami himpun dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
Soloraya pada tahun 2019 ada 208 kasus dengan jumlah tertinggi kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga
sejumlah 104 kasus.

Setiap tahun Solidaritas Perempuan untuk Kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia melakukan launching
data kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang diolah dari data pengaduan korban SPEK-HAM serta
dari P2TP2A se Soloraya untuk melihat trend kasus. Lounching data kasus tersebut kami upayakan untuk
melakukan publikasi data kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang kami tangani sebagai
pembelajaran bagi masyarakat secara luas maupun bahan advokasi ke Pemerintah Daerah.

Data dari P2TP2A Soloraya kami peroleh dengan mengirimkan surat permohonan akses data
penanganan kasus ke Dinas Pemberdayan Perempuan Perlindungan Anak yang mengkoordinasi
kelembagaan tersebut. Data yang kami peroleh kemudian kami olah sebagai bahan untuk melihat
perbandingan melihat trend kasus kekerasan terhadap Perempuan.

Selain itu kami mengolah data dari sistem data based “Titian Perempuan” yang dimiliki oleh Forum
Pengada Layanan dan SPEK-HAM sebagai salah satu anggotanya. Titian Perempuan merupakan sistem
data based yang di miliki Forum Pengada Layanan untuk mendokumentasikan penanganan kasus secara
online. Secara khusus analisa data dari “Titian Perempuan” kami pilah berdasarkan klasifikasi bentuk
kasus, sebaran wilayah, usia pelaku maupun korban, jenis pekerjaan korban maupun pelaku.

DATA KASUS P2TP2A SOLORAYA
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Melihat data kasus Kekerasan terhadap Perempuan diatas, dari total 116 kasus kekerasan terhadap
Perempuan, trend kasus masih di dominasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga 93 kasus atau 80 %, disusul
Kekerasan Seksual seperti pelecehan seksual, perkosaan, pencabulan ada 23 kasus ( 20 %). Perhatian
lebih jauh untuk data kasus P2TP2A Kabupaten Boyolali, dari 20 kasus yang melakukan pengaduan 80%
atau 16 kasus merupakan bentuk Kekerasan Seksual. Sedangkan untuk wilayah Solo sendiri dominasi



kasus masih di dominasi Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebanyak 95% atau 17 kasus dari total
18 kasus.

SITUASI KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN SPEK-HAM TIGA TAHUN TERAKHIR
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Data Kasus

SPEK-HAM sebagai Lembaga Pengada Layanan ( FPL ) bagi perempuan korban kekerasan telah
menerima aduan kasus kekerasan dari wilayah Solo Raya dan Jawa Tengah. Dari data diatas sepanjang
tiga tahun terakhir, data korban yang melakukan pengaduan pada tahun 2017 SPEK-HAM menerima
pengaduan sebanyak 38 kasus, pada tahun 2018 pengaduan Kekerasan terhadap Perempuan naik
menjadi 58 kasus. Sedangkan pada Januari sampai dengan Nopember 2019 ada 55 kasus. Tidak jauh
berbeda dengan tahun sebelumnya jumlah pengaduan kasus yang diterima SPEK-HAM. Hal tersebut
menunjukan bawasanya korban semakin berani bersuara dengan melakukan pelaporan kasus yang
dialaminya.

Data perempuan korban kekerasan yang dimiliki oleh SPEK-HAM pasti sangat jauh dari data kasus real
perempuan korban. Hal ini karena tidak semua perempuan korban melakukan aduan atas kasus
kekerasan yang dialami atau perempuan korban melakukan aduan atas kasus yang dialami kepada
lembaga pengada layanan yang lain.

ANALISA DATA KASUS SISTEM TITITAN PEREMPUAN

SEBARAN KASUS BERDASARKAN WILAYAH DAN TREND KASUS
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SPEK-HAM sebagai lembaga pengada layanan bagi korban menerima pengaduan dari kota Surakarta
serta Kabupaten sekitar maupun rujukan dari lembaga layanan dari berbagai wilayah Indonesia. Dalam
melakukan penanganan kasus kekerasan SPEK-HAM bersinergi dengan lembaga pengada layanan di
bawah koordinasi KOMNAS PEREMPUAN di beberapa kota dan kabupaten yang tersebar di seluruh
wilayah Indonesia yang kemudian ada mekanisme rujukan didalamnya.

Dari data sebaran wilayah asal korban yang melakukan pengaduan ke SPEK-HAM dapat dilihat paling
banyak berasal dari wilayah Surakarta ada 56% atau 33 kasus dan kemudian dari wilayah Sukoharjo ada
20 % atau 11 Kasus. Menjadi perhatian untuk wilayah Surakarta sendiri dimana sudah ada Layanan
P2TP2A yang secara khusus berbentuk UPT atau Unit Pelayanan Terpadu tetapi masih banyak yang
masuk ke layanan lainnya, hal ini bisa jadi belum dikenalnya kelembagaan tersebut oleh masyarakat
luas.

Dalam memberikan layanan pendampingan bagi korban kekerasan SPEK-HAM memiliki tanggungjawab
penuh dalam memastikan korban mendapat layanan dan pendampingan atas kasus kekerasan yang
dialami, bersama dengan jaringan pengada layanan di tingkat kabupaten dan kota dimana korban
berasal. Untuk memastikan korban mendapat layanan yang baik dan komprehensif SPEK-HAM juga
memastikan negara hadir dengan dilakukan melalui koordiasi dengan Dinas Pemberdayaan perempuan
dimana korban berasal.

Trend kasus masih di dominasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga antara tahun 2018 dan 2019, jika dari
tabel dibawah ini. Hal tersebut juga tidak jauh beda dari data yang kami dapatkan dari P2TP2A Soloraya.
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SITUASI KORBAN (USIA, PEKERJAAN (BEKERJA/TIDAK BERKERJA), RELASI serta DAMPAK)

Berdasarkan data situasi pekerjaan korban, jenis pekerjaan korban sangat beragam. Ada yang menjadi
dosen, Pegawai Negeri Sipil. Jika dibandingkan dengan korban yang tidak bekerja justru korban banyak
yang bekerja, lebih dari 70% korban memiliki pekerjaan tetap. Situasi tersebut menunjukan bawasanya
perempuan yang bekerjapun tidak lepas mengalami persoalan kekerasan dalam rumah tangga.

Sedangkan berdasarkan situasi pekerjaan pelaku bawasanya lebih dari 95% memiliki pekerjaan bahkan
ada yang menjadi Pegawai negeri sipil juga. Pola relasi yang tidak setara dalam keluarga kemudian
memicu persoalan kekerasan tersebut. Faktor ekonomi bukan menjadi factor utama jika dilihat dari
situasi pekerjaan. Hal tersebt bisa dilihat data di bawah ini.
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Melihat usia antara pelaku dan korban bisa dilihat kekerasan yang terjadi lebih banyak pada usia
produktif antara usia 25 sd 40 tahun. Pada usia 13 sd 24 tahun lebih banyak korban dibandingkan
pelaku. Kerentanan korban kekerasan tidak saja dialami oleh mereka yang sudah dewasa tetapi pada
usia remaja. Kerentanan perempuan mendapatkan kekerasan bisa saja terjadi pada usia berapapun dan
pada usia produktif justru lebih banyak mengalami kekerasan. Data usia korban dan pelaku lebih anjut
bisa dilihat di bawah ini.
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Melihat data situasi relasi korban dan pelaku di atas, dominasi pelaku adalah suami atau orang yang
paling dekat rekasinya dan terjadi pada rumah tangga. Rumah tangga belum menjadi tempat aman
untuk tidak mendapatkan kekerasan. Perlindungan hukum pada ranah domestic atau rumah tangga
sudah ada dengan adanya Undang — Undang No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam
Rumah Tangga tetapi hal tersebut belum menjadi salah satu supremasi yang dipegang masyarakat untuk
tidak melakukan kekerasan dalam rumah tangga.



Jika dilihat dari bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual serta penelantaran rumah tangga tabel dibawah
ini, bentuk penelantaran rumah tangga masih mendominasi sebayak 16 kasus, disusul kemudian bentuk
kekerasan psikologis/psikis sebanyak 11 kasus. Dari pendampingan pada korban yang dilakukan SPEK-
HAM saat melakukan konseling ataupun konsultasi kasus, korban yang mengadukan kekerasan leibih
banyak karena mereka sudah ditelantarkan rumah tangganya. Penelantaraan yang dilakukan
diantaranya suami pergi ke perantauan dan kemudian tidak ada kabar ataupun masih dalam status
perkawinan tetapi suami sudah memiliki pasangan perempuan lain atau istri siri dan kemudian keluarga
sah ditinggalkan begitu saja. Sebagai upaya untuk memastikan status sosial, kemudian perempuan
memilih untuk mengajukan penceraian.
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Kekerasan terhadap istri (KTlI) menempati urutan pertama dari jenis kasus yang banyak dialami oleh
perempuan korban. Data SPEK-HAM tahun 2019 menunjukkan ada 85 % kasus kekerasan terhadap istri
yang dilaporkan dan ditangani. Kekerasan terhadap anak 11 % dan kekerasan dalam pacaran 4 %.

Kecenderungannya kekerasan terhadap istri menjadi trend kasus yang mendominasi dari tahun-tahun
sebelumnya. Pada tahun 2018 jenis kekerasan yang paling banyak ditangani oleh SPEK-HAM adalah
kekerasan terhadap istri yang mencapai 93 %.

Dari analisa kasus yang dilakukan SPEK-HAM bahwa bentuk kekerasan terhadap istri yang sering terjadi
adalah kekerasan psikis sebanyak 45 %, faktor yang mendasari terjadinya kekerasan psikis karena suami
selingkuh. Kekerasan fisik pada istri sebanyak 25 % dan penelantaran sebanyak 21 %. Bentuk lainnya
seperti kekerasan seksual sebanyak 7 % dan penelantaran anak sebanyak 3 %. Melihat jumlah
prosentase tersebut, sebagian korban mengalami lebih dari satu bentuk kekerasan atau mengalami
kekerasan berlapis. Ketika suami selingkuh istri ditelantarkan dan di beberapa kasus suami juga
melakukan kekerasan fisik pada istri. Hal tersebut bisa diperkuat data dibawah ini.
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Melihat data di atas, kekerasan terhadap perempuan paling banyak terjadi di ranah domestik. Data ini
selaras dengan jenis dan bentuk kekerasan yang paling banyak dilaporkan ke SPEK-HAM vyaitu Kekerasan
Terhadap Istri (KTl). Kekerasan di ranah domestik menunjukkan bahwa ruang-ruang privat yang
seharusnya menjadi tempat aman bagi perempuan justru menjadi tempat yang paling rawan dan
mengancam keselamatan perempuan. Sedangkan kekerasan di ranah domestik terjadi di tempat kerja
berupa kasus kekerasan seksual. Tempat kerja yang seharusnya menjadi ruang produktif justru menjadi
tempat yang tidak aman bagi perempuan.

Dari data dibawah ini, layanan yang didapatkan korban dari 55 kasus di tahun 2019 ini, bentuk
penegakan hukum paling banyak kita lakukan. Pendampingan hukum tidak hanya bentuknya
pendampingan dalam proses persidangan tetapi konsultasi hukum juga bagian pendampingan hukum
yang kita lakukan. Diluar pendampingan hukum kami juga melakukan pendampinan medis,
pendampingan medis atau layanan untuk akses medis misalnya mendampingi pemeriksaan korban
kekerasan seksual sampai terjadi kehamilan. Proses kami damping hingga korban sampai melahirkan
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serta upaya hukumnya. Dari data diatas bisa jadi belum secara utuh memberikan cakupan layanan bagi
korban secara menyeluruh tetapi setidaknya bisa memberikan gamabaran akan layanan bagi korba yang
dilakukan oleh SPEK-HAM.

Berdasarkan data yang ada dalam situasi kasus SPEK-HAM selama 2019 bahwasannya SPEK-HAM
memberikan layanan kepada korban, mulai dari pelaporan/pengaduan, proses penanganan hingga kasus
selesai. Dari 55 kasus korban mendapatkan penanganan kasus dari SPEK-HAM yang dimana SPEK-HAM
secara masif memberikan pelayanan dan memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan korban.



Beberapa kasus yang membuat dampak secara sosial, psikologis, ekonomi dan sosial reproduksi sudah
didampingi oleh SPEK-HAM beberapa dampak tersebut bahkan ada 2 kasus yang dimana SPEK-HAM
bersama menangani bersama dinas UPT PAS Surakarta dan ada 1 kasus yang di rujuk ke P2TP2A
Bandung karena domisili korban ada disana, kemudian ada 1 kasus yang dimana SPEK-HAM bekerjasama
dengan dengan Komnas Perempuan yang dimana kasus tersebut mmebrikan dampak kepada korban
dan anak nya.

Sejauh ini SPEK-HAM sudah menangani kasus yang dimana bentuk penanganannya adalah penanganan
secara pengaduan/pelaporan, bantuan-bantuan penegakan hukum, pelayanan kesehatan/rehabilitasi
psikologis medis, rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegras. Bahkan tak jarang SPEK-HAM juga
melakukan jejaring dan menjaga kerjasama dengan pengada layanan untuk mendapatkan penanganan
pada korban antara lain konsultasi hukum home visit, pembuatan draf gugatan, konseling, pemberian
kuasa, penandatanganna kuasa, koordinasi koordinasi dengan Polres dan UPT PAS, akses layanan rumah
aman dan lain sebagainya.

Bisa disimpulkan bahwa selama 2019 SPEK-HAM sudah memberikan pelayanan kepada korban
kekerasan secara maksimal dari pelaporan/pengaduan baik secara langsung maupun via call center,
proses pendampingan dan proses penanganan kasus hingga kasus selesai dan beberapa kasus yang
belum selesai dilanjutkan pada tahun 2020, artinya SPEK-HAM menjadi lembaga pengada layanan yang
memenuhi kebutuhan korbgan kekerasan seksual.

PEMBIAYAAN YANG DIKELUARKAN DAN PENAGGUNGJAWAB BIAYA PENANGANAN KASUS

SPEK-HAM sebagai salah satu Lembaga Pengada Layanan melakukan pendampingan di bidang hukum,
dimulai dari pengaduan, pelaporan (pidana), konsultasi sampai dengan pendampingan di Pengadilan
Agama/ Pengadilan Negeri. Selain itu tidak menutup kemungkinan SPEK-HAM juga melakukan
pendampingan dalam bidang kesehatan dan psikososial meskipun dalam hal ini SPEK-HAM tidak
melakukannya sendiri tetapi berjejaring dengan lembaga lain.

Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan membutuhkan intervensi/penanganan secara
menyeluruh baik itu dalam bidang kesehatan, ekonomi, hukum dan psikososial. Kompleksitas kasus
yang dialami oleh penyintas mempengaruhi biaya yang seharusnya dikeluarkan/dibayarkan, yang
kemudian menjadi masalah adalah tidak semua penyintas mempunyai kemampuan secara ekonomi oleh
karena itu penyintas datang meminta bantuan ke Lembaga Pengada Layanan yang memberikan bantuan
secara gratis dengan persyaratan menyertakan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan. Besarnya
biaya yang dikeluarkan tergantung dari intervensi yang akan diberikan dan itu dilihat dari dampak yang
didapat oleh penyintas

Secara khusus korban yang mengakses hukum pada tahun 2019 ini 70 % dari total 55 kasus yang masuk
ke pengaduan SPEK-HAM. Akses hukum yang dilakukan korban lebih banyak kasus perdata atau
mengajukan perceraian. Untuk kasus pidana sendiri yang masuk ke SPEK-HAM dari 70% tersebut, hanya
20 %. Salah satu contoh kasus pidana terkait dengan kasus Kekerasan Seksual yang dialami oleh Dina (
bukan nama sebenarnya, asal dari Boyolali, usia 16 tahun. Pelaku Kekerasan Seksual seorang sopir truk



usia 21 tahun, perkosaan dihukum 6 tahun penjara subsider denda 300 juta. Korban yang melakukan
pengaduan dan kemudian tidak melanjutkan kasusnyake ranah hukum dikarenakan mereka
merasahanya butuh konseling saja.

Berdasarkan gambaran diatas bawasanya perlu melibatkan kelompok — kelomok dan masyarakat secara
luas untuk melakukan upaya pencegahan sebagai salah satu bagian dari penannganan kasus. Upaya —
upaya pencegahan perlu dilakukan secara massif baik oleh pengada layanan sendiri khususnya bagi
pemerintah dari tingkat terkecil.

Peran pemerintah sangat penting sebagai penaggung jawab atas pemenuhan hak perempuan
khususnya hak perempuan korban. Layanan P2TP2A dimasing — masing kabupaten/kota sudah ada teapi
kemudian masih banyak masyarakat yang melakukan pengaduan pada lembaga swadaya masyarakat
secara bisa diartikan peran pemerintah saat sekarang belum maksimal dilakukan. Pencanangan sebagai
kota/kabupaten layak perempuan, layak anak selama ini hanya sebagai jargon saja tetapi sebagai
indicator persoalan sosial salah satunya korban kekerasan terhadap perempuan masih banyak,
semestinya menjadi refleksi pemerintah apakah sudah melakukan peran dan tanggung jawabnya.

TANTANGAN

Dalam melakukan penaganan secara otomatis ada beberapa tantangan yang kami hadapi baik secara
internal maupun eksternal. Tantangan tersebut diantaranya.

- Kelengkapan dokumen korban. Perempuan korban yang kita damping ada identitas disita oleh
suaminya kadang kemudian semakin menyulitkan perempuan jika mengakses layanan hukum.

- Dukungan lingkungan sekitar, tidak membantu, motivasi tetapi memojokkan korban

- Kebutuhan pemberdayaan bagi korban

- Saksi dan bukti untuk kasus perkosaan. Kesaksian korban bukan/belum bisa dijadikan bukti yang
menguatkan kasus yang dialami korban. Harus menghadirkan orang/saksi yang melihat kejadian
yang dialami korban. Visum belum bisa digali lebih dalam sehingga mampu menguatkan bukti
yang ada.

- Butuh pengorbanan waktu untuk mengikuti mekasnisme atau prosedur hukum yang harus
dilalui. Dimana korban sangat merasa ribet/susah untuk mengikuti semua alur, sehingga korban
enggan melanjutkan kasusnya. Apalagi jika harus menyelesaikan di ranah pidana. Penyintas
harus lebih banyak meluangkan waktu bolak-balik ke kantor polisi untuk memberikan
keterangan, belum lagi alat bukti yg minim (misal : saksi kurang, tidak ada bekas luka yg sempat
divisum). Minimnya dokumen yg sempat dibawa korban juga membuat penanganan kasus
menjadi terhambat (misal : buku nikah yg masih tertinggal atau disimpan suami).

- Putusan perdata. Hak asus anak jatuh ke ibu tetapi dibawa bapaknya dan ibu dibatasi untuk
ketemu, kalau dilanjut ke kasus pidana terkendala sehingga akses keadilan untuk perempuan
menjadi terhenti karena untuk memmenuhi unsure pidana akhrnya menjadi kabur.

- Supremasi Penegakan Hukum yang mengatur KDRT minim dilakukan oleh APH atau sebagai
acuannya dan arah yang diatur kemudian hanya upaya mediasi saja yag diladorong APH.



- Anggaran penanganan kasus sangat besar, sebenarnya anggaran itu bisa digunakan untuk upaya
pencegahan yang tidak hanya sosialisasi tetapi ada upaya lebih.

REKOMENDASI

- Adanya dukungan pemberdayaan ekonomi berkelanjutan bagi korban dari pemerintah.
Perempuan lebih mampu menjaga/amanah bantuan-bantuan ekonomi dibanding dengan laki-
laki.

- Adanya terobosan hukum untuk korban kekerasan seksual 2 dukungan untuk pengesahan RUU
PKS. Jangan sampai korban KS akan mengalami kekerasan lagi dalam proses yang harus mereka
lalui. Keterangan korban akan selalu ditanyakan pada semua proses hukum sehingga akan
menimbulkan trauma yang lebih bagi korban.

- Supremasi hukum UUPKDRT untuk keadilan korban oleh APH dan pemerintah. Penegakkan yang
lebih jauh, penegakan hukum yang lebih berkeadilan hukum.

Harapannya Perintah mampu mengkawal bersama terkait kondisi kasus yang ada sesuai dengan peran
dan tupoksi kita masing-masing dan memaksimalkan perannya untuk memberikan hak — hak bagi
korban.

Kesimpulan

e Menyimpulkan situasi kasus (1 atau 2 paragraf)

e Menyimpulkan situasi Penanganan kasus (1 atau 2 paragraf)

o Membandingkan situasi kasus dengan situasi penanganan kasus (tidak tabel, diangram)

e Kesimpulan umum (statement) analisis situasi pelanggaran HAM dan peraturan yang dilanggar
oleh Negara

1. Dari sisi penyintas

Ketika penyintas memutuskan menyelesaikan kasusnya dengan jalur hukum maka
pendamping/kuasa hukum akan menjelaskan tahapan penanganan kasus baik itu pidana
maupun perdata. Pada tahapan ini tidak semua penyintas mempunyai kemampuan untuk
menyerap informasi sehingga harus dijelaskan berulangkali. Kondisi psikologis penyintas yg labil
dan kurangnya dukungan dari orang sekitar turut menyumbang minimnya penyerapan informasi
alur penanganan kasus.

Kondisi yg labil juga menyebabkan penyintas merasa "lelah" dan memutuskan untuk
menghentikan penyelesaian kasusnya.

2. Dari sisi hukum
3. Dari sisi pendamping/kuasa hukum

Lamanya penyelesaian penanganan kasus membuat kasus menjadi menumpuk dan itu membuat
pendamping/kuasa hukum menjadi terpecah konsentrasinya.






